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Abstrak
 

Desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Transfer

pemerintah pusat ke pemerintah daerah meningkat secara signifikan dari tahun 2000 sampai tahun 2002.

Pada tahun anggaran 2000 transfer pemerintah berjumlah Rp 34 trilyun atau 17% dari total belanja

pemerintah pusat, transfer pemerintah untuk tahun 2001 berjumlah Rp 81 trilyun atau 24% dari total belanja

sebesar Rp 340 trilyun, dan pada tahun 2002 transfer pemerintah direncanakan berjumlah Rp 98 trilyun atau

sekitar 29% dari total APBN.

 

Masalah pokok yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apakah transfer dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, BHP dan BHSDA akan

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, mendorong

investasi dan konsumsi swasta daerah. juga di lakukan simulasi DAK dengan tiga formulasi yang berbeda

dan simulasi dengan PBB menjadi local tax untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dart

disparitas pendapatan.

 

Studi ini mengambil data makro ekonomi dan keuangan daerah dari tahun 1996 sampan dengan tahun 2000,

serta dana perimbangan tahun 2001. Model ekonometrik simultan terdiri dari 10 persamaan perilaku dari 9

persamaan identitas yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel makro ekonomi dengan variabel-

variabel keuangan daerah.

 

Model ekonometrik yang ada telah memenuhi berbagai kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrik,

sehingga model dapat digunakan untuk proyeksi dan simulasi kebijakan transfer pemerintah pusat ke

pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan.

 

Simulasi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB. Hasil

simulasi model menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah Hasil simiilasi menunjukkan bahwa dengan secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan akan memberikan

pertumbuhan ekonomi untuk setiap daerah di Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata 2,896% dibanding

tahun sebelumnya.

 

Simulasi untuk melihat disparitas pendapatan antar daerah menggunakan indeks Williamson (IAFrlIiamson

index) dan koefisien variasi (o dent of variation) PDRB perkapita antar daerah propinsi. Hasil simulasi

model yang memasukkan alokasi BHP saja sebagai variabel shock menghasilkan indeks Williamson dan

koefisien variasi yang meningkat dibandingkan dengan simulasi historis, demikian juga untuk alokasi
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BHSDA. Sementara untuk alokasi DAK nilai indeks Williamson menurun tapi nilai koefisien variasi

meningkat. Secara umum menunjukkan bahwa keseimbangan antar daerah cenderung memburuk akibat dari

alokasi BHP, BHSDA dan DAK. Sementara basil simulasi model yang memasukkan DAU saja sebagai

variabel shock menghasilkan penurunan indeks Williamson dan nilai koefisien variasi PDRB perkapita

dibandingkan simulasi historis. Dengan kata lain alokasi DAU mampu meningkatkan keseimbangan

pendapatan antar daerah. Hasil simulasi dengan variabel shock DP menghasilkan indeks Williamson dan

nilai koefisien variasi yang lebih rendah daripada simulasi historis tapi lebih tinggi dan nilai koefisien

alokasi DAU. Hal itu menunjukkan bahwa alokasi DAU berfungsi sebagai penetralisir alokasi BHP,

BHSDA dan DAK yang tidak merata antar daerah.

 

Penyebab memburuknya keseimbangan pendapatan antar daerah karena BHP, BHSDA dan DAK

disebabkan oleh persebaran yang tidak merata untuk setiap daerah di Indonesia. Alokasi BHP lebih

menguntungkan daerah metropolitan seperti DKI Jakarta. Alokasi BHSDA hanya menguntungkan untuk

daerah-daerah penghasil SDA seperti DI Aceh, Riau dan Kalimantan Timur. Sementara alokasi DAK hanya

menguntungkan untuk daerah yang melakukan aktivitas kehutanan yang tinggi, karena masih merupakan

DAK reboisasi.

 

Simulasi untuk melihat pertumbuhan investasi dan konsumsi swasta daerah menggunakan tingkat

pertumbuhan investasi dan konsumsi swasta daerah. Hasil simulasi model ekonometrik menunjukkan bahwa

desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan investasi dan konsumsi swasta daerah

dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi.

 

Simulasi dengan menggunakan tiga formulasi DAK yaitu DAK sekarang, DAK bagi rata dan DAK berdasar

tingkat kemakmuran daerah menunjukkan hasil hahwa dengan formulasi DAK berdasar kemakmuran daerah

akan sangat menguntungkan karena akan menurunkan disparitas pendapatan antar daerah serta menyumbang

pertumbuhan ekonomi paling besar dibanding simulasi dengan formulasi DAK lainnya.

 

Simulasi PBB sebagai local tax, dengan dua kondisi yaitu jika PBB yang diperoleh daerah naik dan jika

PBB yang diperoleh daerah turun, ternyata menunjukkan bahwa dengan peningkatan local tax (basis pajak

daerah) akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus akan mengurangi disparitas pendapatan

antar daerah.


